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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan tentang Politik Hukum 
1. Pengertian Politik Hukum  
Sejumlah ahli telah mengemukakan definisi tentang politik hukum. 
T. M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan 
kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan 
mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup 
ius constitutum atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan 
ius constituendum atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di 
masa mendatang. Selanjutnya, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik 
hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi 
dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian diperjelas oleh 
Padmo Wahjono ketika mengemukakan di dalam majalah Forum Keadilan 
bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa 
yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya 
mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
1
 
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, mantan Ketua Perancang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Soedarto mendefinisikan politik hukum 
merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan 
akan dipergunkan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam 
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian di dalam 
bukunya yang terbit tahun 1986, Soedarto mendefinisikan politik hukum 
sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, sosiolog hukum 
Satjipto Rahardjo mendefinisikan poltik hukum sebagai aktivitas memilih 
dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum 
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tertentu dalam masyarakat. Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto 
Rahardjo, muncul beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (a) tujuan apa yang 
hendak dicapai melalui sistem yang ada? (b) cara-cara apa dan yang mana 
yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut?; (c) 
kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?; serta 
(d) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu 
dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai 
tujuan tersebut?
2
 
Sunaryati Hartono tidak secara jelas merumuskan arti politik hukum. 
Namun, susbstansi pengertian darinya bisa ditangkap ketika dia menyebut 
hukum sebagai alat dan bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat 
atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 
menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan 
tujuan negara.
3
 Dengan demikian, politik hukum mempunyai misi 
merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi 
kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4
 Selanjutnya, Abdul 
Hakim Garuda Nusantara, mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy 
atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara 
nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meiputi: (a) 
pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; (b) 
pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada 
dan pembuatan hukum-hukum baru; (c) penegasan fungsi lembaga penegak 
hukum serta pembinaan para anggotanya; dan (d) peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.
5
 
Menurut Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari, politik hukum adalah 
kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, 
sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di 
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masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Selanjutnya, 
pendapat menurut Otong Rosadi dan Andi Desmon, politik hukum adalah 
proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang 
mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional.
6
 Pendapat 
yang hampir sama juga datang dari Abdul Latif dan Hasbi Ali yang 
menyatakan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang 
menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih 
sarananya untuk mencapai tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan 
kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (ius 
constituendum).
7
 
Bernard L. Tanya menyatakan bahwa politik hukum hadir di titik 
perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum 
berbicara tentang apa yang seharusnya yang tidak selamanya identik dengan 
apa yang ada. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap apa yang ada, 
melainkan aktif mencari tentang apa yang seharusnya. Dengan kata lain, 
politik hukum tidak boleh terikat pada apa yang ada, tetapi harus mencari 
jalan keluar kepada apa yang seharusnya. Oleh karena itu, keberadaan politik 
hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan. 
Karena poltik hukum adalah menyangkut cita-cita/harapan, maka harus ada 
visi terlebih dahulu. Visi hukum, tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan 
dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang-bangun untuk 
mewujudkan visi tersebut. Jadi titik tolak politik hukum adalah visi hukum. 
Berdasarkan visi atau mimpi itulah, kita format bentuk dan isi hukum yang 
dianggap capable untuk mewujudkan visi tersebut.
8
 
Dari berbagai definisi tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana 
bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar 
pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka 
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mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik 
hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian 
tujuan negara. Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas 
pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu di dalam perspektif formal 
kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian ini, pijakan 
utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian 
melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi 
dan cara-cara tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi 
yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan perbuatan hukum atau legal 
policy lembaga-lembaga negara dalam perbuatan hukum dan sekaligus 
sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang 
dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut 
untuk mencapai tujuan negara.
9
 
2. Karakter Politik Hukum 
Dalam realitasnya bilamana terdapat hubungan tolak tarik antara 
politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena 
subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada 
hukum. Jika harus  berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam 
kedudukan yang lebih lemah. Dalam hal ini, Lev mengatakan bahwa untuk 
memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus 
diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang 
kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi 
beralasan bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh 
politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam 
implementasinya. Sri Soemantri pernah menggambarkan hubungan antara 
hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang 
keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan dengan rel dan politik diibaratkan 
dengan lokomotif, maka sering dilihat lokomotif itu keluar dari rel yang 
seharusnya dilalui.
10
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Sehubungan dengan lebih kuatnya energi politik dalam berhadapan 
dengan hukum, apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf dapat memperjelas 
mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau 
identik dengan kekuasaan. Dengan merangkum karya tiga sosiolog yakni 
Pareto, Mosca, dan Aron kemudian Dahrendorf mencatat ada enam ciri 
kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik. Pertama, 
jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. Kedua, 
memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa 
kekayaan materiil, intelektual, dan penghormatan moral. Ketiga, dalam 
pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang 
ditundukkan. Keempat, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang 
memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa 
diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik. Kelima, kelas penguasa 
selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada 
kelas/kelompoknya sendiri. Keenam, ada reduksi perubahan sosial terhadap 
perubahan komposisi kelas penguasa.
11
 
Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk 
politik, maka politik akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini 
meletakkan politik sebagai variabel bebas dan hukum sebagai variabel 
terpengaruh. Dalam kaitan ini, konfigurasi politik suatu negara akan 
melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara bersangkutan. Di 
dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, yaitu susunan sistem 
politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara 
penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini 
ditentukan atas mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 
diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang 
menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat 
pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. 
Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam 
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konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui 
wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Sehingga 
dengan kondisi ini produk hukumnya berkarakter responsif/populistik. 
Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang 
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam 
proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh 
kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya 
bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu 
di dalam masyarakat. 
Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, yaitu 
susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat 
aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan 
kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite 
kekuasaaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, 
dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan 
dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua 
itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Oleh sebab 
itu, dalam konteks ini produk hukumnya berkarakter 
ortodoks/konservatif/elitis. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah 
produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi elit politik, lebih 
mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni 
menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan 
hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan 
kelompok atau individu-individu di dalam masyarakat. Perubahan 
konfigurasi politik dari otoriter ke demokrasi atau sebaliknya berimplikasi 
pada perubahan karakter produk hukum.
12
 
Menurut Bernard L. Tanya, dalam konteks politik hukum hidup 
bernegara memiliki core atau pokok pikiran, yaitu demokrasi yang merakyat, 
demokrasinya rakyat secara keseluruhan. Sebuah demokrasi substantif, di 
mana seluruh rakyat dan kepentingannya menjadi poros penyelenggaraan 
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negara. Dalam demokrasi yang berbasis kerakyatan, tidak diijinkan model-
model “demokrasi angka” dan juga tidak diperbolehkan hadirnya “demokrasi 
lalat”. “Demokrasi angka” ditolak, karena yang dipentingkan bukan 
mayoritas minoritas tetapi keseluruhan rakyat. Demikian juga “demokrasi 
lalat” ditolak, karena yang dipentingkan adalah hikmat kebijaksanaan.13 
Titik simpul politik hukum dalam hidup bernegara ini adalah pada 
keputusan-keputusan menyangkut hidup bernegara. Pertama, sebuah 
keputusan haruslah merakyat, dalam arti luas harus merupakan hasil 
persetujuan dan berisi kehendak/kepentingan rakyat seutuhnya. Sebuah 
keputusan tidak boleh hanya representasi kepentingan golongan tertentu atau 
kelompok tertentu. Kedua, keputusan yang merakyat, yang dihasilkan 
melalui wakil-wakilnya, harus dijadikan titik tolak bagi seluruh kebijakan 
lembaga dan aparatur negara. Ketiga, penentuan isi keputusan mengenai 
apapun (baik-buruk dan berhak-tidak berhak), bukan ditentukan oleh selera 
wakil-wakil di parlemen dan penyelenggara negara, tetapi oleh rakyat 
seutuhnya. Dengan demikian, tugas hukum dalam konteks politik hukum di 
bidang ini adalah menjamin dan memastikan bahwa seluruh keputusan dan 
kebijakan para wakil di parlemen dan penyelenggara negara keputusan yang 
tidak memenuhi kualifikasi merakyat harus ditolak dan batal dengan 
sendirinya.  Selain itu, pihak yang mengambil keputusan dimaksud harus 
diadili dan dihukum karena telah melakukan “kejahatan demokrasi”.14  
Sejalan dengan pendapat Bernard L. Tanya, Sunaryati Hartono 
mengatakan bahwa apabila kita menempatkan hukum sebagai jembatan yang 
akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, maka terlebih dahulu 
kita harus mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh 
rakyat Indonesia. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk masyarakat 
yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang 
bagaimana yang dapat mewujudkan cita-cita yang dimaksud, dan politik 
hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional 
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yang dikehendaki. Berhubungan dengan bentuk masyarakat yang oleh rakyat 
Indonesia, menurut Sunaryati Hartono adalah suatu masyarakat yang adil dan 
makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar dan 
berperikemanusiaan, yang pada gilirannya tercapai keselarasan, keserasian, 
dan ketentraman di seluruh negeri. Sementara itu, terkait dengan sistem 
hukum nasional yang dapat mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan 
oleh rakyat Indonesia tersebut, menurut Sunaryati Hartono adalah hukum 
nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
15
 
Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, yang akan diwujudkan melalui politik hukum nasional 
merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem 
hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem 
hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa. Dengan 
perkataan lain dapat dikatakan bahwa sistem hukum adat, sistem hukum 
Islam, dan sistem hukum Eropa merupakan bahan baku pembentukan sistem 
hukum nasional yang holistik dan komperhensif melalui politik hukum 
nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh komponen dan unsur-unsur 
hukum nasional harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. 
Dengan menggunakan pendekatan sistemik tersebut, diharapkan akan 
terbentuk dan terwujud sebuah sistem hukum nasional yang holistik dan 
komprehensif yang berdasarkan filsafat Pancasila dan jiwa Undang-Undang 
Dasar 1945 serta sekaligus akan terpenuhi segala kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.
16
 
Bagir Manan berpendapat bahwa tiada negara tanpa  politik hukum. 
Politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang bersifat 
temporer. Politik hukum yang bersifat tetap, berkaitan dengan sikap hukum 
yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan 
hukum. Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap, antara lain
17
: 
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a. Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia; 
b. Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk 
memperkokoh sendi-sendi Pancasila; 
c. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada 
warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. 
Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada 
kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan 
bangsa; 
d. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan 
masyarakat; 
e. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai 
subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan 
dipertahankan dalam pergaulan masyarakat; 
f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi 
masyarakat; dan 
g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum 
(keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat 
Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya 
negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi. 
Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari 
waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk ke dalam kategori ini 
hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-
undangan. Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial, 
pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, penyusunan 
peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan 
sebagainya. Politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain. 
Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-
aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. 
10 
 
Namun demikian, setidak-tidaknya ada dua lingkup utama politik hukum, 
yaitu
18
: 
a. Politik pembentukan hukum; dan 
b. Politik penegakan hukum. 
Politik penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan 
dengan pencptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. Politik 
pembentukan hukum mencakup
19
: 
a. Kebijaksanaan (pembentukan) peraturan perundang-undangan; 
b. Kebijasanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan 
hakim; dan 
c. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis. 
 
B. Tinjauan tentang Kewenangan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan 
kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan (yang 
biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap 
segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang 
pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang 
hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.
20
  
Wewenang memiliki arti yaitu kemampuan melakukan tindakan 
hukum tertentu. Dalam buku Ridwan H.R., H.D. Stout menyatakan bahwa 
wewenang adalah pengertian yang ber-asal dari hukum organisasi 
pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh 
sub-jek hukum publik dalam hubungan hukum publik.
21
 
Ridwan H.R. juga mengutip pendapat dari Bagir Manan, bahwa 
wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). 
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Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, 
sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 
(rechten en plichten).
22
 
Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat 
dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (onbe-
voegdheid) yang menyangkut cacat isi (onbe-voegdheid ratione materiae); 
cacat wilayah (onbevoegdheid ratione loci); dan cacat waktu (onbevoegdheid 
ratione temporis).
23
 
 
C. Tinjauan tentang Ombudsman 
Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di 
Swedia. Meskipun demikian, pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama 
yang membangun sistem pengawasan sebagiamana yang dijalankan oleh 
Ombudsman. Hanya saja istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia 
“umbudsmann” yang artinya perwakilan, kemudian dipakai sebagai nama 
instansi perwakilan rakyat yang bertugas sebagai perantara rakyat dengan 
penguasa yang kemudian istilah tersebut dipakai oleh negara-negara lain 
pengikut konsep tersebut. The word “Ombudsman” (“ahm”“bedz”“man”) in 
general means a public official who is appointed to investigate the citizen’s 
complaints against the administration (Kata “Ombudsman” secara umum 
berarti lembaga negara yang berwenang untuk menangani keluhan 
masyarakat terhadap birokrasi administrasi).
24
 
Kedudukan Ombudsman disejajarkan dengan penguasa (raja pada saat 
itu), sehingga rakyat yang tidak berani menyampaikan baik aspirasi maupun 
keluhannya secara langsung terkait kinerja raja beserta perangkat kerajaan 
dapat menyampaikan ke pihak yang bernama Ombudsman ini dengan bebas 
dan leluasa.  
                                                          
22
  Ridwan HR, Ibid., hlm 102. 
23
  Surachmad, et.al., Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara, Universitas 
Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2004, hlm. 24-25 
24
 Jayashree Patill-Dake and Swati Mathur, “Banking Ombudsman: Protection to 
Consumer”,artikel dalam  Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce 
& Management, Vol. 1 Number 1, 2010, hlm. 15. 
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Sebelum era kerajaan Swedia, konsep semacam ini sudah dikenal pada 
zaman Khalifah Umar bin Khattab (634-644 SM). Beliau merupakan salah 
satu contoh pemimpin yang baik dalam menjalankan kepemimpinannya 
sebagai khalifah, karena tidak segan-segan untuk terjun langsung ke 
pemukiman penduduk dengan melakukan penyamaran guna mendengar 
keluhan rakyatnya secara langsung. Selain itu, konsep yang sama telah 
banyak ditemui pada masa kekaisaran Cina, terbukti pada tahun 221 SM 
Dinasti Tsin mendirikan lembaga pengawas bernama Control Yuan atau 
Consorate yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat 
kekaisaran dan bertindak sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin 
menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar.
25
 
Di Indonesia, Ombudsman juga menganut konsep yang sama, yakni 
sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai perantara dan penampung 
aspirasi serta keluhan masyarakat sekaligus untuk melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan-badan atau instansi 
tertentu yang mana anggaran dasarnya bersumber dari negara.  
Gagasan didirikannya lembaga ini tak lepas dari peran K.H. 
Abdurrahman Wahid manakala diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 
yang menghantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi. Pada saat itulah 
beliau memutuskan membentuk Ombudsman sebagai negara yang diberi 
wewenang mengawasi kinerja pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan 
pelayanan umum lembaga peradilan.
26
 Akhirnya pada tanggal 10 Maret 2000 
dikeluarkanlah Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi 
Ombudsman Nasional yang dalam perkembangannya disempurnakan sebagai 
lembaga negara menurut UU Nomor 37 Tahun 2008. 
1. Pengertian Ombudsman Republik Indonesia 
Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Ombudsman 
Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) adalah: 
                                                          
25
  Budhi Masthuri. Mengenal Ombudsman Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, 
hlm. 2. 
26
 Ibid., hlm. 8. 
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“lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselengggarakan oleh 
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan 
Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.” 
 
Selanjutnya dalam Pasal 2 undang-undang ini disebutkan bahwa 
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak 
memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi 
pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 
2. Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia 
Secara umum visi Ombudsman yang tersirat dari UU Nomor 37 
Tahun 2008 ialah: 
“Mendorong dan mengawasi agar penyelenggaraan semua tugas 
negara dan pemerintahan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan 
asas-asas dan norma-norma umum pemerintahan yang baik, demi 
kehidupan (anggota) masyarakat yang semakin sejahtera di satu pihak dan 
demi kelancaran dan keteraturan/efisiensi kehidupan bernegara, di lain 
fihak”.27 
Misi pada intinya adalah tugas yang merupakan kewajiban untuk 
dilakukan demi tercapainya tujuan. Karena itu maka kini misi dan tugas 
Ombudsman ialah: 
a. Meningkatkan pengawasan atas lembaga pemerintahan 
termasuk peradilan; 
b. Meningkatkan perlindungan perorangan untuk memperoleh 
pelayanan publik, keadilan, kesejahteraan dan perlindungan 
serta bantuan dalam mempertahankan hak-haknya terhadap 
kejanggalan, keterlambatan berlarut, serta diskresi yang tidak 
layak, yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara yang 
                                                          
27
 Antonius Sujata, dkk., Ombudsprudensi, Ombudsman Republik Indonesia, 2009, 
Jakarta, hlm. 18. 
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seharusnya memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat; 
dan 
c. Menciptakan suasana kondusif bagi birokrasi yang proses 
pelayanannya harus bersifat sederhana dan bersih, memberi 
pelayanan publik yang baik, dsb.
28
 
3. Tujuan Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia 
Tujuan pembentukan Ombudsman itu sendiri dipaparkan dalam 
Pasal 4 UU Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut: 
a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan 
sejahtera; 
b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 
efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme; 
c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar 
setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa 
aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; 
d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk 
pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik 
Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme; 
dan 
e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 
masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran 
dan keadilan. 
 
4. Karakteristik Ombudsman Republik Indonesia 
Menurut Dean M. Gottehrer sebagaimana dikutip Galang Asmara, 
minimal ada 4 (empat) karakteristik lembaga Ombudsman yang paling 
penting yang telah menjadi asas utama dalam penyelenggaraan 
Ombudsman di berbagai negara, yakni:
29
 
a. Asas Independen (kebebasan atau kemandirian) 
Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan 
lembaga tinggi negara lainnya, memiliki dasar hukum berupa 
undang-undang, anggotanya tidak dapar dituntut di muka 
pengadilan atas segala tindakan atau rekomendasi yang dibuat 
                                                          
28
 Ibid., hlm. 19. 
29
 Galang Asmara, Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Republik 
Indonesia. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 107-113. 
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sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya, serta memperoleh 
dana yang bersumber dari APBN. 
b. Asas Imparsiality (tidak memihak) 
Lembaga ini tidak boleh memihak salah satu pihak, baik 
pelapor maupun terlapor. Selain itu, para pejabat Ombudsman 
tidak boleh menerima pembayaran dari pelapor atau sumbangan 
dari terlapor atau dari pihak manapun. Pejabat Ombudsman tidak 
boleh merangkap jabatan apapun, baik di pemerintahan, 
peradilan, maupun sebagai anggota partai politik atau anggota 
badan perwakilan rakyat. 
c. Asas Credible (dapat dipercaya) 
Lembaga Ombudsman harus merupakan sebuah lembaga 
yang dipercaya oleh masyarakat. Artinya, para pejabatnya harus 
orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam 
menegakkan kebenaran dan keadilan, juga mempunyai 
pengalaman dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Selain itu, 
Ombudsman juga harus dapat menjaga kerahasiaan atas 
informasi atau dokumen yang sudah dipercayakan kepadanya. 
Ombudsman hanya boleh membocorkan rahasia apabila undang-
undang memang memperbolehkannya dalam suatu kondisi 
tertentu, misalnya sebagai alat bukti di sidang pengadilan. 
d. Asas Kerahasiaan 
Bahwa Ombudsman tidak dapat membocorkan suatu 
rahasia atau sesuatu yang patut dirahasiakan. Kerahasiaan ini 
penting selain untuk menjaga objektivitas hasil pekerjaannya, 
juga untuk melindungi pelapor dari bahaya akan diri dan 
keluarganya. 
5. Fungsi dan Tugas Ombudsman Republik Indonesia 
Dalam BAB IV UU Nomor 37 Tahun 2008 bagian kesatu 
mengenai fungsi dan tugas Pasal 6 disebutkan bahwa: 
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“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan 
publik yang diselengarakan oleh Penyelenggara negara dan pemerintahan 
baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh 
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 
swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 
publik tertentu.” 
 
Pasal 7 undang-undang ini juga menyebutkan tugas Ombudsman 
sebagai berikut: 
a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam pe-
nyelenggaraan pelayanan publik; 
b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 
c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 
kewenangan ombudsman; 
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara 
atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasya-
rakatan dan perseorangan; 
f. Membangun jaringan kerja; 
g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam pe-
nyelenggaraan pelayanan publik; dan 
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 
 
Berdasarkan uraian dari Pasal 7 diatas kita dapat melihat bahwa 
selain berfungsi sebagai lembaga pengawas institusi pemerintahan, 
Ombudsman juga berfungsi sebagai sebuah institusi yang bertugas untuk 
memberikan pelayanan publik. 
 
D. Tinjauan Umum mengenai Pelayanan Publik 
Pelayanan publik di Indonesia mempunyai peran penting bahkan 
vital pada kehidupan ekonomi dan politik. Baik buruknya kualitas pelayanan 
publik ditentukan atas kinerja para penyelenggara publik. Terlebih belakangan 
ini banyak kasus korupsi yang menyeruak terkait pelayanan publik. Menurut 
Prasojo sebagaimana dikutip oleh Bambang Sancoko, hal ini sudah menjadi 
praktek sehari-hari di Indonesia dan bahkan sudah terlembaga yang 
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melibatkan semua pihak terkait yang saling menjaga rahasia dan saling 
melindungi.
30
 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009), yang dimaksud 
dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
1. Asas-asas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi 
pengguna jasa (masyarakat umum), oleh karena itu dalam pe-
nyelenggaranya membutuhkan asas-asas pelayanan sebagaimana 
disebutkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyeleng-
garaan Pelayanan Publik diantaranya: 
a. Transparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
Artinya tidak ada hal-hal yang mengandung kerancuan sehingga semua 
pihak yang menggunakan layanan publik terutama masyarakat awam 
sekalipun dapat mengakses dengan jelas atas ketersediaan informasi 
yang memadai. 
b. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Artinya dalam pembentukan peraturan maupun 
kebijakan terkait pelayanan publik tidak boleh terlepas dari berbagai 
norma yang ada dan disesuaikan dengan nilai yang hidup dalam 
masyarakat, selain itu segala produk pelayanannya harus jelas dasar 
hukumnya. 
                                                          
30
 Bambang Sancoko, “Bisnis & Birokrasi” artikel dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan 
Organisais,. Volume 17 Nomor 1, 2010, hlm. 43. 
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c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas, yang berarti tidak mempersulit pihak-pihak tertentu dalam 
menggunakan layanan publik. 
d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. Hal ini jelas berkaitan dengan tujuan daripada layanan itu, 
“dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” sehingga dalam 
pelaksaanaannya masyarakat pengguna jasa layanan memperoleh 
haknya dengan baik. 
e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi. Hal ini penting mengingat 
kemampuan masyarakat yang berbeda, agar dalam pemberian 
pelayanan memenuhi asas pelayanan publik dan menghindari adanya 
perselisihan antar pihak. 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini jelas bahwa dasar 
hukum pelayanan publik menjamin hak kedua belah pihak, tidak berat 
sebelah. 
Sedangkan menurut Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009, 
penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 
a. Kepentingan umum; 
b. Kepastian hukum; 
c. Kesamaan hak; 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. Keprofesionalan; 
f. Partisipatif; 
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g. Persamaan perlakuan/tidak diskiriminatif; 
h. Keterbukaan; 
i. Akuntabilitas; 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu; 
k. Ketepatan waktu; dan 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip 
tersebut adalah sebagai berikut:   
a. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan 
mudah dilaksanakan 
b. Kejelasan 
Meliputi kejelasan dalam persyaratan teknis dan administratif 
pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta 
kejelasan dalam hal rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayaran. 
c. Kepastian waktu 
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan. 
d. Akurasi 
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
e. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 
f. Tanggungjawab 
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Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan atau persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja 
Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi, tele-komunikasi, dan informatika 
(telematika); 
h. Kemudahan Akses 
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informasi. 
i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 
tempat ibadah dan lainnya. 
 
2. Standar Pelayanan Publik 
Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 25 Tahun 2009, standar 
pelayanan adalah: “tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 
terukur.” 
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Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sekurang-kurangnya meliputi:
31
 
a. Prosedur pelayanan; 
b. Waktu penyelesaian; 
c. Biaya pelayanan; 
d. Produk pelayanan; 
e. Sarana dan prasarana; dan 
f. Kompetensi petugas pelayanan. 
Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut di atas, 
ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang 
tentang Pelayanan Publik, karenan dianggap cukup realistis untuk menjadi 
materi Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai 
berikut:
32
 
a. Dasar Hukum; 
b. Persyaratan; 
c. Prosedur pelayanan; 
d. Waktu penyelesaian; 
e. Produk pelayanan; 
f. Biaya pelayanan; 
g. Sarana dan prasarana; 
h. Kompetensi petugas pelayanan; 
i. Pengawasan intern; 
j. Pengawasan ekstern; 
k. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 
l. Jaminan pelayanan. 
E. Tinjauan Umum tentang Maladministrasi 
a. Pengertian Maladministrasi 
                                                          
31
 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik: Konsep. Dimensi, Indikator, dan 
Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 28. 
32
 Ibid.,hlm 28-29. 
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Sesuai Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang dimaksud 
dengan maladministrasi adalah:  
“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, 
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara negara dan Pemerintah yang menimbulkan kerugian 
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.” 
Secara lebih umum maladministrasi diartikan sebagai 
penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan 
kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai 
dengan asas umum pemerintahan yang baik (good governance). 
b. Bentuk-Bentuk Maladministrasi 
Menurut klasifikasi Crossman sebagaimana dikutip Budhi 
Masthuri, bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai 
maladministrasi adalah: berprasangka, kelalaian, kurang peduli, 
keterlambatan, bukan kewenangan, tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan 
semena-mena. Sedangkan Ombudsman sendiri membuat kategori tindakan 
maladministrasi sebagai:
33
 
a. Tindakan yang dirasakan janggal (inapproriate) karena dilakukan tidak 
sebagaimana mestinya; 
b. Tindakan yang menyimpang (deviate); 
c. Tindakan yang melanggar ketentuan (irregular/illegilimate); 
d. Tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power); 
e. Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak 
perlu (undue delay); dan 
f. Tindakan yang tidak patut (inequity). 
Bentuk maladministrasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam 
buku Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia terdiri dari 20 (dua 
puluh) kategori. Dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) 
kelompok berdasarkan kedekatan karakteristik, yakni:
34
 
                                                          
33
 Budhi Masthuri, Op. cit., hlm. 45. 
34
 Budhi Masturi, Ibid., hlm. 46-49. 
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Kelompok pertama adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 
terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, 
terdiri dari: 
a. Penundaan Berlarut 
Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang 
pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu 
tanpa alasan yang jelas dan masuk akal sehingga proses administrasi 
yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana 
ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak 
ada kepastian. 
b. Tidak Menangani 
Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang 
semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan 
umum kepada masyarakat. 
c. Melalaikan Kewajiban 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang 
semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. 
Kelompok kedua adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 
mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan 
dan diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari
35
: 
a. Persekongkolan 
Beberapa pejabat publik yang bersekutu dan turut serta melakukan 
kejahatan, kecurangan, melawan hukum sehingga masyarakat merasa 
tidak memperoleh pelayanan secara baik. 
b. Kolusi dan Nepotisme 
Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang 
pejabat publik melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan 
keluarga/sanak famili, teman dan kolega sendiri tanpa kriteria objektif 
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak akuntabel), baik dalam 
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hal pemberian pelayanan umum maupun untuk dapat duduk di jabatan 
atau posisi dalam lingkungan pemerintahan. 
c. Bertindak Tidak Adil 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
melakukan tindakan memihak, melebihi atau mengurangi dari yang 
sewajarnya sehingga masyarakat memperoleh pelayanan umum tidak 
sebagaimana mestinya. 
d. Nyata-nyata Berpihak 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
bertindak berat sebelah dan lebih mementingkan salah satu pihak tanpa 
memperhatikan ketentuan berlaku sehingga keputusan yang diambil 
merugikan pihak lainnya. 
Kelompok ketiga adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih 
mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan per-aturan 
perundangan, terdiri dari
36
: 
a. Pemalsuan  
Dalam proses pemberian pelayanan umum seorang pejabat publik 
meniru sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum untuk 
kepentingan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok 
sehingga menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan 
secara baik. 
b. Pelanggaran Undang-undang 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
secara sengaja melakukan tindakan menyalahi atau tidak mematuhi 
ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak 
memperoleh pelayanan secara baik. 
c. Perbuatan Melawan Hukum  
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan 
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kepatutan sehingga merugikan masyarakat yang semestinya 
memperoleh pelayanan umum. 
Kelompok keempat adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 
terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak 
pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. 
Kelompok ini terdiri dari
37
: 
a. Di Luar Kompetensi 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga 
masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik. 
b. Tidak Kompeten 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
tidak mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak memadai 
(tidak cukup baik). 
c. Intervensi 
Seorang pejabat publik melakukan campur tangan terhadap kegiatan 
yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya sehingga 
mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. 
d. Penyimpangan Prosedur 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara 
patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara 
baik. 
Kelompok kelima adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 
mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses 
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri 
dari
38
: 
a. Bertindak Sewenang-wenang 
                                                          
37
 Ibid. 
38
 Ibid. 
26 
 
Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan 
kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan 
sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang 
berlaku, menjadikan pelayanan umum tidak dapat diterima secara baik 
oleh masyarakat. 
b. Penyalahgunaan Wewenang 
Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan 
kekuasaan untuk bertindak) untuk keperluan yang tidak saepatutnya 
sehingga menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak 
sebagaimana mestinya. 
c. Bertindak Tidak Layak/Tidak Patut 
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 
melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas 
sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana 
mestinya. 
Kelompok keenam adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 
mencerminkan tindakan korupsi secara aktif, terdiri dari
39
: 
a. Permintaan Imbalan Uang/Korupsi 
1) Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, 
seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas 
pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan (secara cuma-cuma) 
karena merupakan tanggung jawabnya. 
2) Seorang pejabat publik menggelapkan uang negara, perusahaan 
(negara), dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain 
sehingga menyebabkan pelayanan umum tidak dapat diberikan 
secara baik kepada masyarakat yang memerlukan. 
b. Penguasaan Tanpa Hak 
Seorang pejabat publik menguasai sesuatu (yang bukan milik atau 
kepunyaannya) secara melawan hak, padahal semestinya sesuatu 
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tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelayanan umum yang harus 
diberikan kepada masyarakat. 
c. Penggelapan Barang Bukti 
Seorang pejabat publik terkait dengan proses penegakan hukum telah 
menggunakan barang, uang dan sebagainya secara tidak sah, yang 
menjadi bukti suatu perkara. 
F. Tinjauan tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) 
Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.
40
 Artinya, 
negara dalam segala akivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara 
dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan 
pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, 
yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum 
materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan. 
Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh 
dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada 
saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-
Liberalis.  
Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat:  
Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and 
the condition which make possible peaceful co-existence of masses of 
individuals and social groups and the coorporation for other ends 
than more existence and propagation.
41
 
Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan 
bahwa untuk mencapai social welfare, yang pertama harus diketahui adalah 
apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban 
tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai social 
welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia 
ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia 
yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.  
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Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk 
berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat 
dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-
nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan 
tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang 
berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan 
keyakinan bangsa. 
Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai 
jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas 
berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal 
pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan 
kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan 
atas The risk of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the 
breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the 
state.
42
 Selanjutnya menurut C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut 
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko 
fundamental dan kelompok berisiko khusus.
43
 
Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua 
kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. 
Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif 
dan dirasakan oleh seluruh atau sebagaian besar masyarakat sebagaimana 
resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih 
kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan 
atau unit usaha.
44
 
Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat 
digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang 
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mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar 
tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan 
sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa 
mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam 
kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam 
konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara 
wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam 
tahapan sebagai negara kesejahteraan.  
Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara 
Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para 
Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang 
akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara 
Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara 
kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara 
Pengurus”.45 Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan 
rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek 
sosial ekonomi.  
Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi 
Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) 
dan bahkan konstitusi sosial (social constitution) sebagaimana juga terlihat 
dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, 
Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh 
menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak 
dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-
negara sosialis.
46
 
Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab 
XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 
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pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin 
dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial 
sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di 
Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham 
“Negara Kesejahteraan" (welfare state) dengan model “Negara Kesejahteraan 
Partisipatif” (participatory welfare state) yang dalam literatur pekerjaan 
sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism. 
Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam 
penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (sosial 
security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. 
Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua pasal tersebut merupakan suatu 
hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para 
pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut 
menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial. 
G. Tinjauan tentang Kepastian Hukum 
Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, 
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 
perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan 
dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian 
hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan 
pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan 
erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari 
kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara 
berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai 
kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai 
kepastian hukum dari beberapa ahli. 
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Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu
47
 : 
Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu 
adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan 
pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta 
harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari 
kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 
Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 
Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya 
bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. 
Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari 
perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut 
Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan 
manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu 
kurang adil. 
Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. 
Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam 
situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:
48
 
1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan 
mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; 
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat 
kepadanya; 
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan 
karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan 
tersebut; 
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak 
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu 
mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan 
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 
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Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan 
bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian 
hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. 
Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum 
yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya 
keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami 
sistem hukum
49
. 
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan 
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat 
memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun 
kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik 
dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 
menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan 
tidak menyamaratakan
50
. 
Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan 
bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum 
dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus 
diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan 
instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam 
mengaktualisasikannya pada hukum positif.
51
 
Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum 
dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang 
berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan 
internal tersebut adalah sebagai berikut
52
: Pertama, kejelasan konsep yang 
digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang 
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kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki 
kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. 
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat 
atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan 
hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai 
kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. 
Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya 
ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu 
dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan 
hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang 
dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 
yang harus ditaati. 
Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 
(delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, 
maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain 
harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai 
berikut
53
: 
1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak 
berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; 
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 
dilakukan; 
7. Tidak boleh sering diubah-ubah; 
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. 
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Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian 
antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah 
aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif 
dijalankan. 
Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian 
dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan 
multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum 
harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga 
siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang 
satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber 
keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang 
mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan 
kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan 
kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. 
 
H. Tinjauan tentang Perbuatan Pemerintah 
Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, 
sebagai dragger van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban. sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai 
tindakan, baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum 
(rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah tidak ada relevansinya dengan 
hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat – akibat hukum, 
sedangkan tindakan hukum menurut menurut R.H.J.M. Huisman tindakan-
tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, atau 
“Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten,” 
(Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak 
dan kewajiban). Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur di 
dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan 
adalah sebagai berikut
54
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 Muchsan, 1981, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan 
Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, hal, 18-19. 
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1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam 
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat 
perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa 
dan tanggung jawab sendiri. 
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan. 
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. 
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka 
pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. 
Dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas 
legalitas tindakan hukum administrasi negara harus didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, pada prinsipnya tindakan hukum 
administrasi negara hanya dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dan 
diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. 
 
I. Tinjauan tentang Non-Legally Binding 
Secara bebas, non-legally binding  dapat diartikan sebagai putusan 
yang tidak mengikat secara hukum. Yang dalam hal ini merupakan lawan dari 
legally binding yang berarti putusan hukum yang mengikat. Sedikit sekali 
literatur yang memberikan definisi tentang non-legally binding. Bahkan 
dalam hal ini peneliti belum menemukan arti khusus maupun pendapat 
khusus para ahli terkait istilah non-legally binding. Namun di dalam beberapa 
buku, seiring topik yang hendak dibahas di buku tersebut memiliki hubungan 
dengan istilah non-legally binding, tersirat beberapa pendapat mengenai 
pengertian istilah tersebut. 
Pada tataran praktis, pengertian non-legally binding masih belum 
memberikan klarifikasi yang berarti. Secara umum pengertian non-legally 
binding ini selalu diartikan bahwa kaedah yang memilliki sifat ini tidak 
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memiliki kekuatan untuk memaksa dilakukannya tindak lanjut berupa 
eksekusi sebagaimana kaedah (putusan) yang bersifat legally binding.  
Di antara sekian terbatasnya literatur, Adnan Buyung Nasution di 
dalam bukunya Nasihat Untuk SBY mengidentikkan non-legally binding 
memiliki arah yang sama dengan morally binding. Pada dasarnya morally 
binding mencoba menempatkan manusia pada martabat mulia sehingga untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seorang pejabat publik tidak 
harus diancam dengan sanksi hukum, melainkan melalui kesadaran moral 
yang tumbuh dari lubuk hati.
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J. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam bagan 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premis Mayor 
1. Landasan Teori 
- Politik Hukum 
- Kewenangan 
- Ombudsman 
- Pelayanan Publik 
- Maladministrasi 
- Welfare state 
- Kepastian Hukum 
- Non-Legally Binding 
2. Aturan Hukum 
- UUD 1945 
- UU No. 37 Th. 2008 
- UU No. 25 Th. 2009 
- Kepmen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 
Fakta Hukum Premis Minor 
1. Apa rasionalitas politik hukum sifat 
non-legally binding rekomendasi 
Ombudsman Republik Indonesia 
sebagai instrumen pencegahan 
maladministrasi ditinjau dari tujuan 
pembentukan Ombudsman dalam 
peraturan perundang-undangan? 
2. Bagaimana konstruksi ideal politik 
hukum sifat rekomendasi Ombudsman 
Republik Indonesia sebagai instrumen 
pencegahan maladministrasi? 
1. Apa rasionalitas politik hukum sifat 
non-legally binding rekomendasi 
Ombudsman Republik Indonesia 
sebagai instrumen pencegahan 
maladministrasi ditinjau dari tujuan 
pembentukan Ombudsman dalam 
peraturan perundang-undangan? 
2. Bagaimana konstruksi ideal politik 
hukum sifat rekomendasi Ombudsman 
Republik Indonesia sebagai instrumen 
pencegahan maladministrasi? 
1. Kajian preskriptif rasionalitas politik hukum sifat non legally binding rekomendasi 
Ombudsman Republik Indonesia sebagai instrumen pencegahan maladministrasi 
ditinjau dari tujuan pembentukan Ombudsman dalam peraturan perundang-undangan. 
2. Formulasi konstruksi ideal politik hukum sifat rekomendasi Ombudsman Republik 
Indonesia sebagai instrumen pencegahan maladministrasi. 
Simpulan 
Interpretasi 
Silogisme Deduksi 
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Keterangan 
Berdasarkan bagan di atas, berawal dari Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kepada 
negara untuk membentuk sebuah badan pengawas penyelenggara 
pelayanan publik. Tanggal 20 Maret tahun 2000 diterbitkanlah Keppres 
Nomor 40 Tahun 2000 yang menjadi landasan hukum terbentuknya 
Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional merupakan 
lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat 
mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau 
pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara 
khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga 
peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Selanjutnya guna memperkuat eksistensinya, pada tahun 2008 
diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia yang merubah statusnya dari komisi menjadi lembaga 
negara. 
Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang 
yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan 
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Hukum Milik Negara, dan badan swasta atau perseorangan yang diberi 
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 
seluruh dananya berasal dari APBN dan APBD. Tugas lainnya yaitu 
menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 
menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 
kewenangannya; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap 
dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 
lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan; membangun jaringan kerja; melakukan upaya pecegahan 
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maladminstrasi dalam pernyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan 
tugas lain yang diberikan undang-undang. 
Ombudsman Republik Indonesia sudah dibentuk dengan undang-
undang yang berarti landasannya lebih kuat tetapi masih banyak 
kekurangan dalam lembaga tersebut. Kekurangan tersebut sangat 
berpengaruh pada kinerja Ombudsman Republik Indonesia dan kinerja 
yang kurang optimal tersebut menjadikan Ombudsman Republik Indonesia 
belum dapat melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang 
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketidaksinkronan 
tersebut menjadikan diperlukannya pembenahan-pembenahan dengan 
meningkatkan peranan dari Ombudsman Republik Indonesia agar dapat 
mengimbangi semangat reformasi birokrasi sehingga pencapaian good 
governance tidak hanya menjadi wacana semata. Upaya hukum yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan peranan Ombudsman Republik Indonesia 
di antaranya, yaitu: 
Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia 
Upaya hukum yang pertama ini dengan memperluas wewenang 
Ombudsman Republik Indonesia yaitu memberikan wewenang dalam hal 
menindaklanjuti terhadap output dari pemeriksaan. Sampai saat ini 
rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia tidak 
mempunyai daya paksa (non-legally binding) terhadap instansi yang 
diberikan rekomendasi tersebut sehingga seringkali rekomendasi tersebut 
tidak ada tindak lanjutnya. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan bahwa 
bagi instansi yang tidak melaksanakan rekomendasi akan mendapatkan 
sanksi administrasi dan selebihnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat atau Presiden tetapi tetap saja tidak efektif. 
 
